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ABSTRAK

Tujuan pelaksanaan reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah adalah untuk
meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, agar kinerja organisasi pemerintah daerah lebih
efektif, menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah, memaksimalkan pengelolaan sumberdaya
pembangunan berbasi s kepentingan masyarakat. Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintah
daerah dapat diwujudkan dalamtigahal, yaitu : @) penguatan regulasi dan kebijakan pemerintah; b)
penerapan e-government dan e-governance dan c¢) kerjasama antar pemerintah “collaborative
governance”, bertujuan pertama, memperkuat pemerintahan di daerah, meredifinisi hubungan pusat
dan daerah, daerah dengan daerah lainnya dalam territorial bond. Kedua, reformasi mendorong
partisipasi dan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah melalui sistem kerjayang transparan,
efektif, efisien, responsif dan di dukung oleh akuntabilitas yang tinggi. Rekomendasi, diperlukan
sinergitas antar pemerintah yang bertumpu padakepentingan nasional dan kepentingan masyarakat,
menyusun regulasi dan kebijakan yang bersifat fleksibel, adaptif, kreatif dan dapat mendorong
peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola potensi daerah, serta mampu bersaing pada era

kekinian dan di masa mendatang.

Kata Kunci: Reformasi Administrasi, Pemerintahan Daerah, Kualitas Layanan

PENDAHULUAN

Daam upaya percepatan pencapaian
tujuan pembangunan, pemerintah Indonesia
terus mel akukan perubahan berbagai regulas,
baik dengan menyederhanakan regulasi yang
ada, maupun menyusun regulasi yang baru,
“streamlinethe bureaucracy *“ and “reinvent
government” (Croley, 2009: 4), dalam rangka
memahami dan menyusun strategi untuk
mengel olapotens negara, sertasebagal upaya
untuk meningkatkan pelayanan pemerintah
dalam proses pembangunan dan pencapaian
kesejahteraan masyarakat. Dalam
mengembangkan model ekonomi, regules aau
kebijakan pemerintah seharusnya : a)
pemerintah memusatkan pada upaya

memaksimalkan kesegjahteraan bagi seluruh
masyarakat dan, b) pemerintah harusmemiliki
kapasitas administras yang memadai dalam
mel aksanakan pilihan kebijakan secaraefektif
(Brinkerhoff & Crosby, 2002: 4).

Berbagai regulas jugabanyak diarahkan
untuk melakukan reformas Sstem pemerintahan
yang dirasa kaku dan tidak responsif dalam
mel ayani kepentingan Negaradan masyaraka,
di manabirokras pemerintah semestinyakrestif
dan inovatif dalam mengelola kepentingan
Negara “bureaucracy and creativity
(Styhre,2007:57). Di sampingitu, pemerintah
dituntut untuk dapat melaksanakan prinsip-
pringp seperti demokrad, legditas, objektivitas,
ilmiah, konkrit, distribusi kekuatan dan efisens
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sebagal pring p-prins p umum diperhitungkan

dalam pemerintahan negaramanapun (Qaribov

& Huseyn, 2017: 97). Selanjutnya menurut

Thohaterdapat beberapa tujuan pel aksanaan

reformasi di tubuh pemerintah, ha ini menjadi

faktor pendorong terwujudkan reformasi
pemerintahan seperti:

a. Adanya kebutuhan untuk melakukan
perubahan dan pembaharuan;

b. Memahami perubahan yang terjadi di
lingkungan srategisnasiond;

c. Memahami perubahan yang terjadi di
lingkungan Strategisglobd;

d. Memahami perubahan yangterjadi daam
paradigma mangemen pemerintahan
(Thoha, 2011: 106-107)

Tulisanini didukung hes| pendlitianyang
menunjukkan bahwareformasi administrasi
pemerintahan perlu dilakukan oleh karena
perubahan mendasar diperlukan untuk
mengembangkan 9em pemerintahanyanglebih
efektif yang mampu sepenuhnyamendukung
agpiras umat manusa, dengan memaksmakan
kesetaraan dan keefektifan |lembaga-lembaga
sosd dan evolus masadepan masyarakat globd
(Garry, et dl. 2018:7). Pemerintah Indonesia
melaui berbagal pemangku kepentingan telah
melaksanakan reformasi regulasi secara
mendasar. Pelimpahan wewenang yang
diberikan kepadadaerah meldui desentralisas,
menjadikan daerah dapat memberi kontribus
yang lebih besar kepada proses pembangunan
di daerah, akan tetapi tidak semuadaerah dapat
menikmati dan memanfaatkan prosesperubahan
regulas dari modd sentrdisas kedesentraisas
ini, serta dapat mewujudkan kepentingan
masyarakat di daerah memiliki posisi tawar
terhadap negara “that local communities have
a strong bargaining position against the
state”(Sandiasa, et. all. 2015).

Desentralisasi yang diikuti dengan
perluasan otonomi daerah, kadang tidak

sepenuhnya bisa dimaknai bahwa daerah

memiliki kewenangan penuh akan pembangunan

dan pengelolaan sumberdaya di daerah.

K ekental an persodan politik ekonomi, masih

sering membelit kepentingan para elit di

pemerintahan pusat, yang membuat daerah

menjadi sangat tergantung kepentingannyapada
kewenangan secarapolitik yang dimiliki pusat,
dengan demikian daerah akan memiliki
keterikatan politik dan ekonomi dengan
pemerintah pusat. kondisi demikian sering
memang sengagjadiciptakan melaui regulasi
yang ada, hal ini berdampak padatatakelola
sumberdayayang adadi daerah. Tumpangtindih
kepentingan manayang menjadi kewenangan
pusat dan daerah sering menjadi perdebatan di
tingkat pusat maupun di daerah. Henderson
mengatakan bahwa, para pemegang politik
pusat ini menyakini akan memperoleh
kemenangan dengan instrumen administras
yang mereka ciptakan “therewas confidence
that an administrative state would triumph
with the help of the new tool s of devel opment
administration” (Henderson & Dwivedi,

1999), dengan begitu prosespolitik di tingkat

pusat akan penuh kepentingan-kepentingan it

politik, yang dinegosiasikan medui mekanisme
regulas yang ada.

Menurut Howard Elcock terdapat empat
sumberdaya yang menjadi kewenangan,
perebutan dan perdebatan politis antara
pemerintah daerah dan pusat yaitu:

a Political resources, sumberdaya politik
yang saling tarik menarik, agar terjadi
keberimbangan politik antara pusat dan
daerah;

b. Financial resources; sumber daya
keuangan, yang sering melibatkan
kekuasaan atas sumberdaya keuangan
untuk dapat mengendalikan pemerintah
deerah, aiaskewenanganyangdimiliki pusat
dan sebaliknya kekuatan bargaining
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position yang dilakukan pemerintah daerah

kepada pusat atas kekuasaan sumberdaya

keuangan daerah, terutamayang memiliki
sumberdayakeuangan secaramandiri dan
berlebih;

1. Information resources, keterbatasan
yangdimiliki oleh deerah terhadgp akses
informasi dapat mempengaruhi
kemampuan daerah dalam mengelola
pemerintahan daerah; dan

2. Legal-constitutional resources;
pembagian atas kewenagan daerah dan
pusat sering masi h diperdebatkan, dan
seringtidak mewakili kepentingan
daerah (Elcock, 1994: 8-9.

Dengan penataan urusan pemerintah
dari berbagai leve ini, tidak sjamemperjelas
kewenangan dan hubungan antar pemerintah,
tetapi juga lebih tertuju pada upaya
meningkatkan kinerja pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun daerah. Kinerjaini
dapat diukur melalui peningkatan kualitas
layanan publik, yang dapat berwujud pada
peningkatan kesgjahteraan masyarakat secara
keseluruhan dengan menerapkan pola
pembangunan yang baik, berkelanjutan dan
ramah lingkungan. Pemerintah memiliki
keleluasaan untuk menentukan persyaratan
sesual dengan visinyatentang bagaimanalayanan
publik harus dikelola dan kemudian harus
bertanggung jawab kepada publik (Kenall,
2018: 179). Namun demikian dalam
pelaksanaan pelayanan publik, yang sudah
diatur melaui berbagai regulasi, masih terdapat
perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan
oleh aparat pelayanan publik. Indikasi
penyimpangan anggaran oleh gpara pemerintah
pusat maupun daerah menimbulkan
kekhawatiran kalangan politis dan masyarakat.
Dengan demikian, reformasi manaemen
keuangan pemerintah nampaknyamasih dalam

verbalitas politis tidak dapat memenuhi “public
financial management’ (Haim, 2014: 6).
Dengan bukti bahwapemerintah dan gparatnya
bel um mampu menggunakan anggaran publik
secarabertanggungjawab. Kemiskinan makin
meluas, hutang negara makin besar,
penyimpangan uang rakyat dan tindakan
koruptif masih melekat pada sebagian aparat
pemerintah (Brata, Roby Arya, 2014: 115).

Sgumlah persodan di atasmenjadikan
penulis untuk tertarik merumuskan artikel,
dengan judul reformasi administrasi dan
birokras pemerintah dalam upayameningkaka
kinerjapemerintah daerah, meldui peningkatan
kualitaslayanan publik. Adapun permasd ahan
yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini
adalah pentingnyareformas administrasi dan
birokras pemerintahan daerah daam pelayanan
publik.

REFORMASI ADMINISTRASI DAN
BIROKRASI PEMERINTAHAN
DAERAH

Reformasi administrasi dan birokrasi
dalam upaya perbaikan kondisi daerah terus
dilakukan seiring dengan berbagai tuntutan
kebutuhan masyarakat yang harusdipenuhi oleh
pemerintahan daerah, baik dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
daerah, mengatasi sgumlah permasalahan
ekonomi, sosia dan budayakarenapergaulan
global dan erapersaingan bebas. UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesgjahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat serta peningkatan daya saing di
daerah. Sdlanjutnyadiikuti sgjumlah tindakan
strukturisasi ekonomi dilakukan oleh
pemerintah, meskipun harus menanggung
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berbagai risiko, harus dilakukan oleh

pemerintah daerah “by creating favourable

institutional, financial and political
frameworks, despite potential risks”

(Ponzini,et. dl, 2018: 264). Pemerintah daerah

dalam melaksanakan reformasi birokrasi,

dimakdudkan agar dapat mengurangi risiko
yang perlu dihadapi, maka beberapa prinsip
dalam melaksanakan reformasi birokras yang
perlu diperhatikan parapemangku kepentingan

di daerah adalah:

1) Reformasi birokrasi dimulai dengan
reformas individu, dan membutuhkan
dukungan

pemicu perubahan yang mendorong orang
lainuntuk reformasi diri;

2) Aparatur professional menjadi tulang
punggung pelaksanaanreformas birokrag;

3) Tujuanreformes birokras addah perbaikan
secara menyeluruh yang menghasilkan
peningkatan manfaat yang besar untuk
masyarakat;

4) Pemerintahtidak memikul reformes sendiri,
banyak mitradapat ikut sertameningkatkan
kinerjapemerintah; dan

5) Reformas birokras perlu dukungan secara
politis, agar mendapatkan momentum dan
resonans yang besar (Silaban, Edt, 2012:6)

Beberapamodel yang bisadilaksanakan oleh

pemerintah daerah dalam melaksanakan

reformasi birokras, yang bisapenulistawarkan
berdasarkan kagjian teoretis, antara lain: @)
penguatan pada regulasi dan kebijakan

pemerintah; b) penerapan e-government dan e-

governance, dan c) collaborative Governance”.

PENGUATAN PADA REGULASI DAN
KEBIJAKAN PEMERINAHAN

Pel aksanaan otonomi daerah disambut
baik dan antusiasdi hampir seluruh pemerintah
daerah, dengan semangat dan antusiasme untuk

mengis sertamemperjuangkan kepentingan
daerah, meskipun di beberapa daerah
mengandung risiko terjadinya, ancaman
disintegrasi dan keinginan penguasaan
sumberdaya oleh daerah, khususnya daerah
yang memiliki sumberdayayang berlimpah, dan
memiliki potensi sebagal sumber anggaran
pembangunan bagi pemerintah pusat, dan
daerah lainnyameldui perimbangan keuangan
pusat dan daerah.

Tujuan paling umum dari pengaturan

pemerintahan diidentifikas sebagai upayauntuk

mencapal Sstemregulas addah:

1) Efektif, hubungan antaratujuan kebijakan
publik dan hasil regulad, di manahasil akhir
yang dicapa dengan tujuan yangjelasmaka
regulas tersebut makin efektif.

2) Efisen, mereflekskan hubungan antarabiaya
dan manfaat daam setigp waktu. Reformas
dianggap efisenketikaanggaran digunakan
tetap, tetapi dapat meningkatkan manfaat
atau manfaat yang dihasilkan tetap, dengan
didukung oleh pors anggaran menurun; dan

3) Transfaran dan aksesbilitas, kapasitas
stakeholders untuk memahami seluruh
siklus regulasi, baik dari permasalahan
maupun definisi tujuan, pengembangan,
penyesuaian tujuan, implementasi dan
eksekus tujuan (anonim, 2008: 6).

Jkatujuan-tujuan di atas dapat dicapai
dan dipenuhi dalamrangkareformas birokras
pemerintah, maka akan terjadi penguatan
terhadap poss pemerintah di matamasyarakat.

Alat tata kelola regulasi yang logis dapat

mengurangi kenda apenting padapembangunan

ekonomi, dapat diperkuat dengan, hal-hal
sebagai berikut:

1) Merumuskan kebijakan publik lebih efisen
dengan mengalokasikan sumber-sumber
nasiona dengan standar yang lebih tinggi
untuk mengurangi risko kegaga an kebijakan
dan menemukan rancangan kebijakan yang
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lebih efektif sertalebih respek padatuntutan
masyarakat atau pasar;

2) Mengurangi biayakebijakan dan hambatan
masuk pasar untuk perusahaan, barang dan
jasa, yang pada gilirannya meningkatkan
investas dan perdagangan, meningkatkan
laba atas partisipasi di pasar formal,
mempercepat serapan teknologi baru dan
inovas lainnya, dan membebaskan sumber
dayauntuk kegunaanlain;

3) Mengurangi risiko kebijakan bagi pelaku-
pelaku pasar dengan meningkatkan
trasfaransi dalam rancangan dan
pemanfaatan kebijakan melaui keterlibatan
para stakeholder dalam menyusun
kebijakan yang penting bagi mereka;

4) Meningkatkan kemanfaatan sosial melalui
aktivitas ekonomi dengan tetap
mengutamakan kepentingan umum
“safeguarding public interests”, seperti
efisens mang emen lingkungan, keamanan
danrisiko kesehatan; dan

5) Daam meningkatkan keamanan usahadan
netralitas kebijakan pasar dengan
meningkatkan akuntabilitas pel aksanaan dan
hasil kebijakan, dan menurunkan korupsi
sertake emahan dalam mewujudkan fungs-
fungs pemerintah (Anonym, 2008: 6)

PENERAPAN E-GOVERNMENT DAN
E-GOVERNANCE

Proses percepatan dan peningkatan
kinerja pemerintah daerah sangat dibantu
dengan adanya e-government yang diikuti
dengan tata kelola pelayanan melalui e-
governance. E-government alignment
structures; increasing the transparency of
gover nment activity”,dengan mengandalkan
komunikasi dektronik yang cepat, biayamurah,
dapat di-update setiap waktu, dapat
membentuk jaringan-inisiatif secarainteraktif

(Gdan, 2015). Penggunaan teknologi informeas
daninternet dalam pe ayanan pemerintah, seperti
pelayanan pajak, pengadaan barang dan jasa
melalui sistem lelang terbuka dengan sarana
elektronik, dapat meningkatkan sistem layanan
pemerintah, menjadi |ebih cepat, |ebih murah
dan meluas. Pemanfaatan teknologi digital,
dalam meningkatkan program pembangunan di
segala bidang, sebagai sarana pencapaian
informasi secara sempurna dan melibatkan
semua orang, secara luas “inclution”, bersifat
innovative dan efficiency menjadi harapan
penge olaan pemerintahan daerah masakini dan
masadepan.Di samping dapat meningkatkan
pelayanan kepadamasyarakat, e-governance
dapat jugamendorong demokras secaraluas
dalam masyarakat, dengan membentuk jgaring
dan keterhubungan pemerintah, dengan
masyarakat secara langsung, mendorong
pertukaran sumberdaya antar stakeholder
sebagal prinsip dari governance, partisipasi
masyarakat meluas, pemerintah semakin
terbuka dan transfaran, “participationinthis
broadened system has been centrally appeal
for government that is more open and to
greater “transparency”(LiSkova, 2018: 6).
Reformas birokrasi pemerintah harusbersifat
kontekstual yakni, lebih fokus, inklusif dan
berorientas padakepentingan publik; berbasis
merit sistem, kompetitif dan fair dalam
rekruitmen sumberdaya, penjeasannyasebaga
berikut:

1) Birokras haruskontekstual; berkaitan dan
mampu menyel esaikan masalah-masalah
publik;

2) Penilaian reformasi birokrasi harus
melibatkan representatif warga dan
pemangku kepentingan; dan

3) Reformad birokras harusdiinternaisasikan
dalam struktur kelembagaan yang ada
(Dwiyanto, Agus, 2015).
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KERJASAMAANTAR PEMERINTAH
DAERAH COLLABORATIVE
GOVERNANCE

Perluasan model kerjagotong royong

sangat perlu diperluas, tidak hanyamencakup
individu-individu dalam masyarakat, antar
daerah bahkan antar negara menjadi sangat
penting diberlakukan saet ini, agar suatu negara
menjadi maju serta cepat dapat mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Struktur yang
bersifat hegemoni kekuasaan dan persaingan
tidak sehat secara politis, tidak perlu
dipertahankan yang dampaknya dapat
menghambat proses pembangunan dan
peningkatan kualitas layanan publik di
masyarakat. Struktur organisasi abad ke-21
mencakup struktur, sistem dan budayadengan
| ebih menekankan pada:
“(a) kesadaran yang tinggi akan urgensi; (b)
kerjasama tim dalam tatanan manajemen
puncak; (c) bisa menciptakan dan
mengkomunikasikan visi yang efektif; (d)
pemberdayaan besar-besaran baik individu,
organisas dan masyarakat; (€) pendelegasian
yang sangat baik kepada manajamen bawah
untuk kinerjajangkapendek; (f) tidak adanya
saling ketergantungan yang tidak perlu dan (g)
budayaorganisas yang adaptif dan penggunaan
analisis kinerja” (Sedarmayanti, 2012: 66)

Desain dan penyampaian kebijakan
publik oleh seperangkat aktor publik dan
komunitas yang diperluas memiliki tingkat
keputusan berbeda yang terhubung melalui
hubungan kooperatif dan tindakan kolaboratif.
Dapat mendorong kerjasama, saling
menguntungkan dan saling mendukung antar
daerah, maupun pusat dengan daerah.Hal ini
dapat memperbaiki percepatan pembangunan
di daerah untuk menuju sistem yang “Inter-

regional cooperation isimportant in the
implementation of regional autonomy in
improving the implementation of
development and public services which is
transparent, accountable, effective and
efficient”(Sandiasa, 2016: 1). Kepentingan
kolaboras ini sangat penting, ha ini dijadikan
peringatan oleh Smith bahwahd-hd yang perlu
diperhatikan dalam eractonomi daerah, antara
lan:

1. Pengembangan ekonomi, mengarah pada
penurunan loyditasterritorid dan kelompok
berubah menjadi solidaritas penguasaan
kelompok, harus diarahkan pada
pembentukan korporasi berbasis pada
“territorial bond” (ikatan territoria);

2. Managjemen ekonomi; keterlibatan pusat
(Negara) dalam ekonomi adalah faktor lain
yang td ah memperkuat kekuatan pemerintah
pusat terhadap daerah. Dengan demikian
daerah harus diberikan kelel uasaan dalam
mang emen ekonomi, menyangkut penyigpan
SDM, pajak dan mangjemen pelayanan,

3. Egalitarianism; persamaan dalam prinsip
politik juga penguatan pada pemerintah
tingkat pusat, secara realitas berlaku
persamaan palitik yang demikian, jugasosd
dan ekonomi, negaramembutuhkan kinerja
aktivitas redistribusi dan kesgjahteraan,
dengan demikian hanyapusat yang memiliki
“national equality”;

4. Pertumbuhan pemerintah; berbaga kekuatan
politik mengarah padadukungan kekuatan
pada aktivitas pemerintah pusat sebagai
dampak dari sistem sentralistik.
Profesondismememangkaspersdishandan
penilaian lintaswilayah |ebih diutamakan
daripadayang politis, terutamaterkait fungs
publik aktif pemerintah daerah secara
konvensiona (Smith, 1985: 79-83).
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REFORMASI PELAYANAN PUBLIK
DALAM MENINGKATKAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH

Otonomi daerah berdampak pada
demokratisasi layanan publik, meningkatnya
dayakritis masyarakat membawa perubahan
dalam 9gem layanan pemerintah, menjadi lebih
luas dan terus diupayakan untuk dapat
menyentuh kepentingan masyarakat, hak —hak
masyarakat mulai diperdebatkan dan berupaya
dipenuhi. Kebebasan berbicaramulai dihargai
dengan bukti, perubahan-perubahan layanan
publik dan proses pembangunan mulai
melibatkan ide-ide yang berkembang di
masyarakat dengan mekanisme Musrenbang.
Menurut UU No. 25 Tahun2009, tentang
Pelayanan Publik, menyebutkan pelayanan
publik ada ah kegiatan atau rangkai an kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pel ayanan, sesual dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga Negara dan
penduduk atas barang dan jasa dan atau/
pelayanan administratif yang disediakan oleh
penye enggarapel ayanan publik.

Hasil yang diharapkan dari perbaikan
sistemn layanan pemerintahan daerah melaui
reformasi administrasi dan birokrasi adalah
memperbaiki kinerjapemerintah daerah, yang
dapat dilihat dari beberapadi bawahini:

1) Produktivitas menyangkut efisiensi dan
efektivitaspelayanan;

2) Kuditaslayanan meliputi kinerjaorganisas
layanan publik, yang sering dikaitkan
dengan kepuasan masyarakat;

3) Responsivitas merupakan kemampuan
organisad |ayanan pemerintah daerah ddam
mengenali kebutuhan masyarakat,
menformulasikan dalam program-program
layanan yang sesuai dengan aspirasi
masyarakat;

4) Responsibilitas pelaksanaan kegiatan
organisasi publik, sesuai dengan prinsip-
pringp administrasi yang benar atau sesuai
dengan kebijakan organisas pemerintah;

5) Akuntabilitas menyangkut seberapa besar
kebijakan dan organisasi tunduk kepada
peiabat publik yang menjadi pilihanrakyat,
dan kinerjanyasesuai dengan kepentingan
rakyat (Dwiyanto, dkk, 2008: 50-51).

Hasil perbaikan kinerja pemerintah
melalui reformasi administrasi dapat dilihat
melaui : 8 peningkatan kuditaslayanan publik
dan b) meningkatnya partisipasi dan
kepercayaan publik kepadapemerintah daerah.

Peningkatan kualitaslayanan publik
Tuntutan berbagai stakeholder, untuk
dapat mewujudkan kualitas pelayanan yang
cepat, terjangkau dan berkualitas, ““simple-
cheap-fast-benefit” (Rahmayanty, 2013: 152)
sertalayanan sepenuh hati perlu ditergpkan oleh
para penyedia layanan publik, layanan ini
bercirikan: passionate; progressive, proactive,
positive (Paton dalam Sinambela,2011.: 9).
Memerlukan respon yang cepat dari setiap
public servants yang disediakan oleh
pemerintah, dalam upayamewujudkan hal ini
pemerintah harus memanfaatkan sumberdaya
yang berkuditas, yang didukung oleh regulas
yang baik, sehingga dapat mengatur dan
mengakomodas segd akepentingan yang ada,
mengingat pemerintah menghadapi tantangan
keterbatasan waktu dan anggaran yang dimiliki.
Pengembangan kuditaslayanan sektor publik
“service quality service: tangibles,
reliabilitas, responsiveness, assurance,
empathy (parasurahman et all, 1985dalam
Hollins & Sihinkins, 2006: 145), “menuju pada
konsep yang ideal yaitu “excellence and Total
Quality Management” (Doherty & Horne,
2002: 145), hd ini, oleh pemerintahan daerah
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dapat diwujudkan mela ui indikator-indikator

berikut:

1. Convenience measures (langkah-langkah
kenyamanan, kemudahan akses yang
di sediakan pemerintah padamasyarakat;

2. Security measures, sgjauhmanamasyarakat
merasakan keamanan dan keyakinan
terhadap layanan yang diterima;

3. Rdiability assesses, kehandalan layanan
yang tepat waktu;

4. Personal attention measures, kemampuan
aparat menyediakan informasi dan
mengelolanya untuk menyediakan
kebutuhan masyarakat;

5. Problem solving approach, kemampuan
menyelesaikan permasalahan terkait
kebutuhan masyarakat;

6. Fairness measures, kemampuan untuk
menjamin rasa adil dalam layanan

pemerintah;
7. Fiscal respongbility measures, kemampun
pemerintah daerah dalam

mempertanggungjawabkan keuangan
masyarakat yang digunakan ddam layanan
publik; dan

. Citizen influence measures, seberapa
banyak masyarakat merasa dilibatkan
dalam menentukan kualitas layanan
pemerintah (Carson & Schwarz, 1995
dalam Denhardt & Denhardt, 2007: 61)

oo

Meningkatkan dan
keper cayaan publik

Reformasi administrasi dan birokras
add ah upayauntuk meningkatkan kinerjapublik
pemerintah, ddam upayamendorong partispas
dan kepercayaan publik dalam masyarakat.
Tanggung jawab pemerintah untuk
meningkatkan kewarganegaraan dan melayani
kepentingan publik adal ah sal ah satu perbedaan
yang paling penting dan merupakan landasan
dari “new public service” (Den Hardt,

partisipasi

& Denhardt, 2002; 81). Pemerintah daerah
secaraimplisit atau eksplisit pemerintah yang
bersandar padaduapilar utama

1) Dari perspektif demokratis, pemerintah
daerah bertumpu pada keutamaan pe abat
yang dipilih secara populer (seringkali
dewan yang dipilih secaratidak jujur) yang
bertanggung jawab untuk mengubah input
lokal (kebutuhan dan permintaan) menjadi
keputusan otoritatif yang menyediakan
kerangkakerjabagi kerjapemimpin secara
kontinu dan petugas pemerintah daerah
(Daenters, 2005)

2) Dari perspektif fungsional, pemerintah
daerah dipahami sebagai bentuk
pemerintahan multi-fungs berbasiswilayah
(Wollmann, 2003 ddam Bevir, Mark, 2011:
316-317)

Perguliran tanggung jawab pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah juga
merupakan upaya mendekatkan sumbu
pemerintahan dengan pusat kepentingan
masyarakat. Pengembangan dan perluasan
partisipasi daerah, pemerintah daerah dalam
mel aksanakan kebijakan di daerah harusfokus
pada daerah, pemerintah daerah seharusnya
mempersiapkan indikator-indikator khusus
dalam mewujudkan partispas di daerah ddam
eraketerbukaan publik (Farazmand, edt. 2002:
21-25). Keterlibatan dan partis pas masyarakat
di daerah akantimbul dengan sendirinyaapabila
segalanya kepentingannya terwakili dalam
struktur dan program kerjapemerintah. Upaya
mendorong tata kelola demokrasi “democratic
gover nance”’harus megikuti langkah-langkah
berikut:

1) Selalu berada dalam transfaransi dan
akuntabilitas yang tinggi, dalam
menggunakan sumberdayauntuk mencapal
sasaran;

2) Mendorong peningkatan partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan
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keputusan dan memudah akses terhadap
masyarakat;

3) SOP yang selalu melibatkan kel ompok-
kel ompok masyarakat dalam pengambilan
keputusan dan menciptakan sstem layanan
yang sama, sertaddam upayameredifiskan
peran negarayang tidak lagi mendominas
dan memberdayakan berbagai aktor di
masyarakat; dan

4) Bekerjasecaraingitusond danlegd formal
dalam upayamenjamin hak-hak wargadan

jaminan kepastian hukum (Brinkerhoff &
Crosby, 2002: 8)

KESIMPULAN

Reformasi administrasi dan birokras
pemerintah daerah dapat diwujudkan ddamtiga
hal, yaitu pertama adalah a) penguatan pada
regulasi dan kebijakan pemerintah; b)

penerapan e-gover nment dan e-gover nance,
yang dapat mendorong keterbukaan dan
transfarans publik dan c) kerjasama antar
pemerintah *“collabor ative governance”, dapat
memperkuat pemerintahan di daerah,
meredifinis hubungan pusat dan daerah, daerah
dengan daerah lainnyadalam territoria bond.
Reformasi ini dilaksanakan untuk dapat
meningkatkan kualitas layanan publik
pemerintah daerah, mendorong partisipas dan
kepercayaan publik kepadapemerintah daerah.
Dengan demikian percepatan pembangunan di
daerah dalam upayamencapai kesgjahteraan
masyarakat, dapat diwujudkan melalui peran
sertaberbagal pemangku kepentingan di daerah,
dengan memperhatikan potens dannilai-nila
yang dikembangkan di daerah, menuju
pelaksanaan program pembangunan yang
responsf, produktif dan akuntabdl.
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